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ABSTRACT

Thisarticleis @ brief overview o the definition, duties, gnd functions o theservices as wal as specific aspects af llbrary
management activities within the context of government departements. The author uses Guidelines for Libraries of
Government Departements published by IFLA in 2008 and also on Stundar Nasional Indonesia (5N} 7466:2009 about
special libraries government department as a reference. Libraries need to be managed by government departement
librarians and library staff are competent and are always improving their skillsin accordance with the development d
theapplicationof information ond communication technolugy for libraries.

Keyward « Special fibraries rule,government librarian.

ABSTRAK

Artikel ini merupakan tinjauan ringkas tentang definisi, tugas dan fungsi, layanan serta aspek — aspek kegiatan
pengelolaan perpustakaan khusus yang berada di lingkungan intansi pemerintah. Penulis menggunakan Guidelines
for Librariesof Government Departments yang diterbitkan oleh International Federation of Library Associations ([FLA)
pada tahun 2008 dan juga Standar Nasional Indonesia (SNI) 7466:2009 tentang Perpustakaan Khusus [nstansi
Pemerintah sebagai acuan. Perpustakaan Indand Pernerintah perlu dikelola oleh pustakawan dan tenaga per-
pustakaan yang kompeten dan yang selalu meningkatkan ketrampilannya sesuai dengan per kembangan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk perpustakaan,

Kata kunci: Perpustakaan aturan khusus, pustakawan pemerintah.

A, Fendahuluan

Tugas utama Ssemua jenis perpustakaan adalah
menjadi penghubung antara para pemustaka
(pengguna perpustakaan) dengan informasi yang
mereka inginkan. Untuk dapat mewujudkan tujuan
utama ini para pengeiola perpustakaan (pustakawan
dan tenaga perpustakaan) membutuhkan akses ke
sumber - sumber informasi yang terpercaya secara
konsisten. Pengelola perpustakaan perlu memiliki
keterampilan manajerial dan keterampilan teknis

untuk mengorganisasi dan menpakses informas,
namun pengelola perpustakaan juga harus memiliki
keterampilan berkomurnilkasi (communication
skiflsy yang baik karena sebagai penghubung antara
pengguna perpustakaan dengan informasi, pengelola
perpustakaan akan selalu berinteraksi langsung
dengan penust aka. Setiap aspek dan tahapan kegiatan
di perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan
perpustakaan kepada pemustaka dan memastikan
hahwa kebutuhan informas pemustaka dapat
terpenuhi melaluj layanan perpustakaan yang efektif,
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efisien dan manusiawi, Penekanan Kata manusiawi
ini penting. karena pemberian layanan perpustakaan
hanya dianggap berhasil bila interaksi antar manusia
[(human interaction) antara staf perpustakaan dengan
pemustaka berjalan dengan baik.

Informasi yang dikelola perpustakaan yang dikemas
dalatn berbagal format fisikk yang umumnya
dikategorikan sebagal materi tercetak (printed
materials) dan materi non-tercetak (non-printed
mraterials). Yang masuk dalam kategori materi tercetak
antara lain adalah bukuw, manuskrip, luaran kemputer
(computer print out); ephemera yaitu materi tercetak
yang umummnya mengandung informasi yang *berusia”
pendek [sebagal contoh, selebaran dam  brosur
promosi produk]); kliping koran; dan terbitan berseri
{jurnal, majalah, koran, tabloid, dan buku tahunan).
Yang masuk dalam kategori non-print materiols antara
lain adalah informasi digital (misalnya buku dan jurnal
elektronik); peta, diagram dan cetak biru (blueprint)
yang umumnya dilipat, digulung atan digantung
microfarm don microfiche: film dan slides; rekaman
suara (dalam kaset dan compact disc). (Sitter dan
Gosling: 2007).

Berbagal jends perpustakaan (perpustalaan umum,
perpustakaan sekolah, perpustakaan  perguruan
tinggi dan perpustakaan khusies) memiliki tujuan
yang sama yaitu sebagai penghubung antara pengguna
perpustakaan dengan sumber informasi dan para
pengelolanya juga dituntut untuk memiliki ketrampilan
manajerial, ketrampilan teknis dan ketrampilan
berkomunikasi. Yang berbeda adalah jenis informasi
yangdikelolz oieh berbagai jenis perpustakaan tersebut
sesual dengan misi d ad lembagz induknya.

B. Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah.

Perpustakaan yang berada dalam struktur organisasi
lembaga pemerintash mengemban tugas wutama
yaitu sebagai pengelola sumber-sumber informasi
dan penyedia layanan informasi untuk memenuhi
kebutuhan informasi dari pimpinan dan staf di
lingkungan lembaga pemerintah yang bersangkutan.
Perpustakaan lembagn pemerintah  bisa juga
digunakan oleh masyarakat umum dengan ketentuan-
ketentuan khusus. Perpustakaan yang dipayungi oleh
lembaga pemerintah bisa dikategorikan sebagal
perpustakaan khusus, karena tujuan utamanya adalah
untuk mendukung pencapaian misi dan visi lembaga
induknya. Agar dapat memenuhi tujuan utamanya
perpustakaan lembaga pemerintah perlu mengelola

dan mengorganisasikan sumber-sumber  informesi
dengan baik dan berkelanjutan agar dagat menyajikan
informasi yang paling tepat bagi para penggunanya,
dengan cara yang sesfekilf dan seefislen mungkin
serta dengan cara — cara etls, yalm dengan selala
mengindahkan ketenfuan - ketentwan perudang-
undangan Entang hak cpta dan  konsekuensi
pelanggarannym,

Bl. Definisi dan Misi Perpustakaan Khusus
Instansi Pemerintah,

Dalam Guidelines for Libraries of Covernment
Departments, yaitu  panduan  mengenal
perpustakaan-perpustakamn pomerintah
[government  librories) yang disusun oleh
Internamtional Federmtion of Libvary Associations
and Institutions (IFLA) dan diterbitkan pada
tahun 2008, definlsi perpustakaan lembaga
pemerintah adalah sebagai berikut™

“Librarles of Governmeéni Deporiments are
any Kbrares that ore extablished and fully
supported by government fo serve government.
(While their primary audience it government,
the actual owdience served may be broader than
povernment }”

Pernyataan ol atas  mensgaskan  bahwa
pEngEuna utama perpustakasn departemen/
lembaga pemerintah  adalah  pemerintah
(meliputi pejabat dan karyawan departemen/
lembaga pemerintah bersanghutan), Panduan
yang ditorbitkan oleh IFLA ini diharapkan
dapat digunakan para pejabat lembaga
pemerintah  untuk memabami pentingnya
perpustakazn  lembaga pemerintah dan
panduan ini juga diharapksn dopat difadilan
acuan oleh para pembuat kebljakan di lembaga
pemerintah dalam  merencinakan  upaya-
upaya peninghatan layanan perpustakaan bagi
para penggunanya secara leblh efektif, lebih
efislen dan juga lebih etis.

I awval tullssn nl dikemukalon jugn perfunya
memberikan layanan perpusiakasn yang
bernuansa "manusiawi], dan ddak bersifat
mekanistis. Penulis juga sangat menyarankan
agar layanan perpustakaan diberikan dengan
"sepenuh hati’, yang bisa diartikan sebagai
layanan vang diberilan dengan  ramah,
sungguh-sungguh dan tulus.

i Indonesia, Badan Standardisasi  Nasional
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pada tahun 2009 telah menerbitkan Standar
Masional Indonesia (SNI) 7466:2009 tentang
Perpustalman Khusus Instansi Pemerintah,
Dalam standar ini jelas dinyatalan bahwa
perpustakaan khusus instansi pemerintah
adalah:

"Perpustalaan yang dibentuk oleh lembaga
pemerintah yang menangani atau mempunyal
misl bidang tertentu dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan materi perpustalaan
informasi di lingkungannya dalam ranglka
mendukung pencapaian  misl  Instansi
indulnya”

Sedanglan misi darl perpustakasn khusus
Instansl pemerintah  adalah  menyedialcan
mater! perpustalcin dan akses informasi bagi
lembaga induknya. Misi ini alkan dapat tercapai
jilct perpustakaan khusus instansi pemerintah
melakuban  tugas-tugas yang diembannya
dengan baik

BZ. Tugas Perpustakaan Khosus Instansi

Pemerintah.

Penulis mengelaborasi  tugas-tugas per-

pustakaan khusus instansi pemerintah seperti

yang tercantum dalam SNIT466:2009 sebagai
herrilout:

a Menunjang terselenggaranya pelaksanaan
tugas lembaga indoknya dalam bentuk
penvediaan materi perpustakaan tercetak
dan non tercetal;, serta akses ke sumber -
sumber informasi di luar lembaga induk.

b, Mengumpulkan dan mengolah terbitan
dari dan tentang lembaga induknya, serta
menyedinkan mekanisme temu kemball
terbitan - terbitan tersebut.

e, Memberikin liyanan perpustakaan dan
layanan informasi secara efektil, efisien
dan etis secara “manusiawi dan sepenuh
hati”.

d.  Mendayagunalkan berbagal  aplikasi
Teknologl Informasi dan Komunikasi [TIK)
untuk menunjang [ugas-tugas  (elnis
perpustakaan,

e Memberl penjelasan  secara  proakul
kepada para  pengguna  perpustakasan
tentang cara mengakses sumber — sumber
informasl serta layanan yang tersedia di
perpustakaan,

f.  Membina hubungan dengan perpustalaan
khusus instansi pemerintah lainnya dalam

bentuk kerjasama atau berjejaring untuk
memberikan akses gang lebih luas ke
sumber-sumber informasl untuk para
penggunanya.(Kerfasama dan [T 0—
jugs bisa dilakukan di tingkat &
regional maupun gobd, sesual dengan
keperluan].

B3. Fungsi Perpustakaan HKhusus [nstansi

Femerintah

Fungsi perpustakaan  khusus  Instansi
pemerintah yang diatur dalam SNI S\
7466:2009 adalah sebagai berilaut:

a Mengembangkan koleksi yang menunfang
kinerja lembaga induknys. Heglatan
pengembangan koleksi perlu dikemas
dalamn Kebijakan Pengembangan Koleksi
yang selatas depgan pencapaian inist
lembaga induk dan didukung penuh oleh
pimpinan/ lembaga induk.

b, Menyimpansemuaterbitandaridantentang
lembaga induknya, Kegiatan penyimpanan
terbitan lembaga induk merupakan awal
dari pemberntukan repositori institusional
(institutional repository) yang nantinya
bisa dikontribusikan ke Perpustakaan
Nasional Rl untuk melengkapi khasanah
koleksi Indoniesiana.

¢ Menjadi focal point untuk informasi
terbitan lembaga nduknya. Fungsi focal
point yang juga berarti menjadi “sumber”,
berkaitan dengan repositor] institusional.

d. Menjadi pusat referal dalam bidang yang
sesuai dengan lembaga induknya, Fu—
perpustabman £—  pusat referal akan
mendukung kefjasama perpustakaan dan
faringan informasi, yang bisa diwujudkan
antara lain dengan silang layan (inter-
library |0an).

e. Mengorganisasikan materi perpustalaan
menggunakan alat ~ alat bantu baku
seperti Anglo American Cataloging Rules.
ed 2. (AACRZ) untuk penghkatalogan,
Dewey Decimal Classifieation (DDC) atau
bagan klasifikasi lainnya  untuk keglatan
idasifikasi materl perpustalaan dan
pedorman penentuan tajuk subjel

f.  Mendayagunakan koleksl, Koleksi bahan
perpustakaan yang telah diolah dengan
balk harus didayngunakan dalam kemasan
layanan perpustakaan dan informasi.

g Menerbitkan  literatur  sebunder dan
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tersier dalam bidang lembaga induknya,
baik cetak maupun elektronik Literatur
sekunder adalah indeks, abstrak dan
bibliografi, feratur tersier bisa berupa
almanak, buku tahunan lembaga.
Menyelenggarakan pendidikan penggumi.
Pustakawan dan tenaga perpustakaan
diharapkan dapat merencanakan dan
menyelénggarakan sesi bimbingan dan
pelatihan tentang cara memanfaatkan
sumber informasi dan berbagal layanan
perpustakaan  yang tersedian  secara
optimal,

Menyelenggarakan  kegiatan  litérasi
informasi untuk pengembangan
kompetensi SDM lémbaga induknya.
Literasi informasi adalah perluasan dari
kegiatan  pendidikan  pengguna, yang
umumnya menekankan pada pemberian
ketrampilan kepada pengguna untuk
mengenali  kebutuhan  informasinya
kemudian kerrampuan miengidentifikasi
sumber - sumber informasi yang
mengandung informasi yang dibutuhkan,
setelah  itu  pengguna  diharapkan
dapat mencari informasi tersebut,
mengevaluasinya  serta  kemudian
mengiunakanmya sesual  dengan
kebutihan yang telah didefinisikan sejak
awal.

Melestarikan materi petpustakaan; baik
preventif maupun kuratif. Pengelola
perpustakaan khusus instansi pemerintah
diharapkan dapat melakukan kegiatan
preservasl  bahan  perpustakaan.
Ketrampilan preservasi bahan
perpustakaan dapat diperoleh melalui
pelatihan.

Tkut serta dalam kerjagama perpustakaan
serta jaringan informasi Idealnya
kesepakatan  untuk = membangur
kerjasama perpustalaan dan jaringan
informasi diformallan dengan pengaturan
tertulis tentang hak dan kewajiban setiap

Menyelenggarakan otomasi perptistakaan.
Seiring dengan perkembangan pesal
Teknologi Informiasi dan Komunikasi
yang telah merambah ke berbagai bidang
termasuk perpustakaan, perpustal@an
khusus [nstansi pemerintah perlu
merencanakan penerapan slstem
otomasi perpustakaan untuk menunjang

kegiatan ing-griva (in-house activities)
perpustakaan

m. Melaksanakan digitalisasi perpustakaan.
Digitalisasi bahan perpustakaan perlu
diselaraskan dengan kebutuhan serta
kemampuan. Digitalisasi  perpustakaan
memerlukan perencanaan yang matang
ditunjang dengan ketrampitan teknis di
bidang digitalisasi bahan perpustalcin
yang nantinya akan mengarah kepada
terbentuknya perpustakasn digital

. Menyalikanlayanankoleksidigital Layanan
koleksi digital baru bisa diselenggaralan
setelah perpustakaan memiliki bahan
perpustalaan dalam bentuk digltal yang
didubung dengan sistem temu kembali
yang sesuaj,

o,  Menyediakan akses informasi pada tinglat
lokal, nasional, regional dan global. Agar
biza menyediakan akses ke berbagai
sumber informasi elekironik dan digital
secara  online, perpustabman  khusus
instansi pemerintah  periu  dilengkapi
dengan infrastrukiur jaringan komputer
dan komunilasi dan juga fsilitas akses ke
Imtermet.

B4, Layanan Perpusiakaan Khosus Instansi

Pemerintah

Setiap  jenis  perpustaksan  umimnya
menyedialan loanan perpustakaan yang
mirip karena pads hakekatnya tojuan
pengorganisasian  perpustakaan  bertujusn
untuk  menyimpan  informasi  dengan
mekanisme yang memungkinkan pengelola
perpustakaan dan pengguna perpustakaan
menemian informasi vang tersimpan dengan
efektil dan effisien. Menurut Andersen, etal
[2007: 10) vang mengutlp Pymm dan Hikeey
dalam buku mereka berjudul Learn Librory
Management (2007) dua kategord utama
dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah
Layanan Teknis (rehonical services) dan
Layanan Publik (public servides).

Layanan Teknis meliputi kegitan Pengadaan
dan Pengkatalogan, sedangkan Lavanan
Publik meliputi Layanan Sirkulas! dan Lavanan
Referensi (Andersen, etal: 2007:10)

Keglatan - keglatan di baglan Layanan
Teknis dimulai dari kegistan  pengadaan
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bahan perpustakaan yang dilanjutkan
dengan ppegolahan bahan perpustakaan.
Setelah bahan perpustakaan diolah, maka
bahan perpustakaan siap untuk ditangani
oleh bagian Layanan Publik. Berikut adalah
penjelasan tentang kegiatan Layanan Publik
menurut Anderson, et.al, (2007:13) yangbisa
diterapkan di perpustakaan khusus instansi
pemerintah.

Layanan Publik di Perpustakaan Khusus
Instansi Pemerintah,

Layanan Sirkulasi:

Kegiatan peminjamandan pengembalian bahan
perpustakaan merupakan salah satu layanan
yang penting di perpustakaan. Pengelola
perpustakaan perlu memahami dengan
baik sistem srkulasi bahan perpustakaan
baik yang manual maupun yang terotomasi.
Dalam Jayanan ini, khususnya yang masih
menggunakan sistem manual, ketrampilan
berkomunikasi sangat diperlukan, karena
pengelola perpustakaan akan berinteraksi
langsung dengan pengguna perpustakaan,
yang mungkin bersikaptidaksabar danmerasa
tidak puas dengan layanan yang diberikan,

Shelving (Penjajaran)

Semua bahan perpustakaan harus dijajarkan
di rak - rak dengan tepat berdasarkan nonor
panggil 'bahan perpustakaan yang ditetapkan
dalarnproses pengolahan bahan perpustakaan.
Penjajaran yang tepat dan konsisten dengan
sistemn  klasifikasi yang digunakan akan
memudahkan pengguna  perpustakaan
menemukan bahan perpustakaan yang
dibutuhkannya (sistermn akses terbuka = open
accesssystem) danjugamemudahkan pengelola
perpustakaan(Si sStem akses tertutup = closed
access system). Pengelola perpustakaan perlu
memeriksa secara rutin untuk memastikan
bahwa setiap bahan perpustakaan telah
dijajarkan dengan tepat.

Layanan Referensi dan Layanan Kesiagaan
Informasi

Menurut Sitter, et.al dalam buku mereka Learn
Reference Work layanan referensi tradisional
yang disediakan oleh perpustakaan meliputi
tiga kelompok yaitu:

Questions, yaitu memberi jawaban terhadap
pertanyaan -~ pertanyaan yang diajukan

oleh pengguna perpustakaan mulai dari
pendampingan terhadap pengguna yang baru
pertama kali mengunjungi perpustakaan dan
ingin mengetahui tentang cara menggunakan
katalog, mencari bahan perpustakaan di rak,
dan mencari infomasi di surnber - sumber
referens  misalnya:  kamus, ensiklopedia,
direktori dan bibliografi. Jika fasilitas akses
ke sumber - sumber informasi elektronik
dan Internet telah tersedia, pengguna yang
belum terbiasa dengan fasilitas tersebut dapat
bertanya kepada pengelola perpustakaan
tentang teknik pencarian informas yang tepat
dan mudah.

Sebagian pengguna perpustakaan mungkin
akanmemintabantuanpengelolaperpustakaan
menjawab pertanyaan yang beragam mulai
dari yang sederhana sampai pertanyaan yang
kompleks.

MenurutSNI7496:2009, layanan perpustakaan

di perpustakaan khusus instans pemerintah

dengan kewagjiban jam buka perpustakaan

sekurang - kurangnya 37, 5] am per minggu
adalah sebagai berikut:

a. Llavanan baca di tempat. Perpustakaan
khusus instansi pemerintah diharapkan
menempati ruang atau gedung tersendiri
dan menyediakan ruang untuk Kkoleks
bahan perpustakaan, ruangkerja pengelola
perpustakaan, dan ruang baca pengguna.
yangkeseluruhannya sekurang-kurangnya
seluas 100 M2,

b. Layanan  sirkulasi, yaitu layanan
peminjaman dan pengembalian bahan
perpustakaan, SNI mensyaratkan
sekurang-kurangaya Kol eksi bahan
perpustakaan berjumiah 1000judul dalarn
bidang kekhususannya, dan sekurang-
kurangnya 80% koleksinya terdiri dari
subyek/disiplin ilmu tertentu sesuai
dengan kebutuhan instansi induknya.
Perpustakaan diharapkan melanggan
minimal 10 judul majalah yang berkaitan
dengan kckhususan lembaga induknya.
Sedangkan penambahan koleks bahan
perpustakaan minimal 2% dari jumlah
judul per tahun atau minimal 100 judul
per tahun, dipilih yang mana yang paling
besar.

¢. Layanan kesiagaan i nf ornasi . Layanan ini
meliputi penyediaan daftar id rnajalah



44 | parnal teatan Pustakawan Indonesia Volume 1 Mamor 1 4 Me¥ 2014

terharu, informasi tentang bahan
perpustakaanterbaru, daftarbacaan unnik
subiyek-subyek khusus sesuai dengan
kebutuhan informasi pengguna, Kiping
koran tentang topik — topik tertentu, dan
bagl yangtelah menyediakan akses Internet
dapat menyediakan dafar situs - situs
yang relevan dengan kebutuhan informasl
penggguna.  Pengelola  perpustakaan
dituntut untuk memiliki kompetensi
yang bisa mendukung tugas — tugasnya.
SNI mensyaratkan bahwa perpustakaan
khtisus Instansi pemerintah selaurang -
kurangnya dikelola oleh tiga orang yang
terdiridarisatuorang kepala perpustakaan,
satu tenaga pustakawan danm satu orang
tenaga teknis; Kepala perpustakaan
adalah seorang profesional yang betijasali
selurang-kurangnya tingkat strata 1 (81}
bidang {lmu perpustakaan atau §1 bidang
lain ditambah dengan Diklat penyetaraan
bidang perpustakaan.

d. Layanan referensi. Pengelola perpustakaan
menyediakan layanan referensl derigan
dukungan koleksi bahan rujukan /referensi
yang sesuai dengan kekhususan lembaga
induk

e. Layanan penelisuran informasi. Layanan
ini idealnya ditangani oleh pustakawan
referensi yang  memililkd  ketrampilan
menelusur informasi darl sumber -
sumber informasi tercetak, elekironik
dan | nternet. Pustakawan referensi harus

Ander son, Elaine;,, May Gosling dan Mary Mertimer
2007. Lemn Basc LibravySkille 2 North
Amierican Edition Priendswood, Texes TotalRecall
Publication, I nC

International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA). 2008 Guidelines for Libraries
of Government Departments- (IFLA Professional
Reports: 106). Edited by Nancy Boit and Suzanne
Burge, The Hague: Internationat Federation of
Li brary Associations and Institutions.

trampil menggali kebutuhan informasi
pengguna dengan teknik tanya jawab yang
umum disebut dengan referpice interfoi
[wawancara referensi),

f. Layanan bimbingan pengguna. Layanan ini
selarang umum dikenal dengan Literasi
Informasi. Pustabawan menyelengparalan
sesl pelatihan secara rutin untuk para
pengguna tentang teknlk, strategl dan
kizt-kiat pencarian serta  penclusuran
informasi dari berbagai sumber halk
tercetak, elektronik maupun yang online
(termasuk akses ke Internet].

L. Penutup

Layanan perpustakasn i perpustakaan  khusus
instansi pemerintah merupakan sebagsl faldor utama
dari keberadaan perpustakaan tersebut. Hal - hal yang
diatur oleh Standar Masional Indonesia 74962009
tentang Perpustalkaan Khusus Instansi Pemerintah
perlu diperluas dan dielaborasi oleh masing - masing
perpiistalcaan sesuai dengan misi dan tujaan yvang akan
dicapal oleh lembaga induknya, Infratrubktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi beserta aplikasi  antuk
pengelolaan sistem perpustakaan yvang terotomasi
perlu diadakan dan tidak bisa ditunds - tunda lagi
mengingat perkembangan TIK di perpustakaan yang
sangat cepat.  Pengembangan SDM | perpustakaan
khusus instansi pemerintal juga harus dilskukan secara
berkelanjutan, menyesuatkan dengan perkembangan

dibidang pengelolaan perpustakaan  vang paling
miutakhir

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2010,
Stondar  Nosiomal  Indonesia  (SNI)  Bidang
Perpustokoan, Jakarta: Perpustakaan Nasional R,

Sitter. Clara L., Mary Gosling dan Collin Gray. 2007.
Learn Reference Work. 1* North American Edition.
Friendswood, Texas: TotalRecall Publication, Inc.





